WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUFANG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-

Mengingat:

1.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan
vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kecuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6] Undang - Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentulkan
Kotamadya Daerah Tingkat [l Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3633);



3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 5679);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dgerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,
. Laporan Perubahan Ekuitas;
Meraca;
Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

oD

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.



Pagal 2

Laporan Eealisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayal (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikul :

a. Pendapatan Daerah Rp, 1.128.,428,149,265.37
b. Belanja Daerah Rp.1.145.885 087.010,25 -
Surplas/(Defisit] Rp. (17.456.937.744,88)
¢. Pembiayaan Daerah:
- Penerimaan Rp. 64.230.252.914,34
- Pengeluaran Ep. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Ep. 59.230.252.91434 +
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA] Rp. 41.773.315.169,46
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Angparan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp . (20.412.157.675,63} dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.148.840.306.941,00
2. Realisasi Rp. 1.128.428.149.265.37
Selisih Kurang Rp. (20.412.157 675,63

b. Selisth anggaran dengan  realisasi belanja  sejumlah
Rp(62.186,582.844, 75 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 1.208.071.669.855,00
2. Realisasi Kp. 1.145 885 087.010.25
Selisih Kurang Rp. [62.186.582.844,75)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumiah
Rp. 41.774.425.169,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan Ep. (99.231.362.914,00)
2. Realisasi Rp. (17.456.937.744 88}-
Selisih Lebih Rp  41.774.425.169,12

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiavaan
sejumlah Rp. (1.109.999,66] dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran penerimaan pembiayaan
Setelah perubahan Rp. ©4.231.362.914,00
2. Realisasi Rp. 64.230.252.914. 34
Selisth Kurang Rp. (1.109.999 66)




Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiavaan

Setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
2. Realisasi Ep  5.000.006.000,00
Selisih Rp. =

Selisih anggaran dengan realisasi Pembiavaan Netto sejumlah
Rp. (1.109,999,66) dengan rincian sebagai berkut :
1. Anggaran pembiayaan netto

Setelah perubahan Rp. 599.231.362.914,00
2. Healisasi Rp. 50.230.252.914 .34
Selisih Kurang RP (1.109.999,66)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai

berikkut:
a. Salde Anggaran Lebih Awal Rp. 64.230.252.914,34
b. Pengpunaan SAL schagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan Ep.  64.230.252.914.34
c. Subtotal (a- b) Rp. -
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan

Angparan (SILPA / SIKPA) Rp. 41.773.315.169,46
e. Subtotal {c+ d) Rp. 41.773.315.169,46
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Ep. -
g lain-lain Ep. -
h  Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) ERp. 41.773.315.169,46

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1]
huruf ¢ per 31 Desember Tahun 2020 secbagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Rp 1.145.317.738.246,93
Beban Rp. 1.070.120.912 818,44 -
Surplus dan Operasi Rp. 75.196.825.428,49
Pos Luar Biasa:
- Pendapatan Rp. 422.145.258,00
- Beban Rp. 3.731.537.500,00 -
Jumlah Pos Luar Biasa Rp. (3.309.392.242.60) +

Surplus Laporan Operasional Rp. 71.B87.433.186.49



Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
avat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Fkuitas Awal Rp. 3.060.756.229 440,25

b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 71.887.433.186,49

c¢. Dampak Kumulatif Rp. 18215254 158,25 +

d. Ekuitas Akhir REp. 3.150.858.916.784.99
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31
Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.185.668,845.528,599

b. Jumlah kewajiban Rp. 34.809.928.744,00

¢. Jumilah ekuitas Ep. 3.150.858.916.784,99
Pazal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimalsud dalam pasal 1 ayat (1) huruf
funtuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020
sebagail berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 Ep. 64.291.906.832,34
h. Arus kas dan aktivitas operasi Rp. 202.045.209.727,12
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset

non-keuangan Rp. (219.502.147.472,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (5.000.000.000,00)
¢. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 136.363.146,00
. Saldo kas akhir Per 31 Desember 2020 Rp. 41.971.332.233,46

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

avat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin dari :
4. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran [.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran [.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurutl
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;



Lampiran 1.3 : Rckapitulasi realisasi anggaran belanja dacrah
menurut urusan pemerintahan  daerah.
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi reahsast anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran 11 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

¢. Lampiran Il  : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX :Dafrar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

J. Lampiran X  :Daftar Rekapitulasti Dana Bergulir dan
Penyisithan Dana Bergulir,

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Dafrar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendelg

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX :Daftar kegatan-kegiatan yvang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
herikutnyva;

t. Lampiran XX :Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerzh /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rtincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 021

LWALLI{ KUPANG,

1JEF1RS ON R. RIWU KORE 5 L

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOT.

PANG,L(

F SY ESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 01
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